
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERq,TURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAFIAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PERHIMP('NAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL TENTANG KANTOR
AREA ITU DI JAKARTA IAGREEMENT BETWEEN THE C,OWRNMENT OF THB
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL TEINCOMMUNICATION

UNION CONCERNING THE ITU AREA OFFICE IN JAI{ARTAI

DENGAI\ RAHMAT TI.JHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa pengembangan telekomunikasi dan teknologi
irrformasi dan komunikasi diperlukan untuk merrdukung
pembangunan berkeianjutan dan kesejahteraan bangsa
Indonesia, baik dari sektor ekonomi, teknologi,
pendidikan, kesehatan, dan sektor. lainnya, sesuai
dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun I94.5;

b. bahwa untuk pengembangan telekomunikasi dan
teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana
dimaksud dalam hun:f a, Perhimpunan Telekomunikasi
Internasional (lnternational relecommuni,cation union)
dan Pemerintah Repubhk Indonesia telah
nrenandatangani Persetujuan antara pemerintah

Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi
Internasional tenr.ang Kantor Area ITU di Jakarta
(.\greement between the Gouernment of the Republic of
lndonesia and the. Intemational releammunication Llnion
conenting tlle ITU Area Office in Jakqrta) masing-masing
pada tanggal 23 Maret 2Ol7 di Bali, Indonesia, dan pada
tanggal 30 Maret 2OL7 di Jakarta, Indonesia;

SK No 048548 A

c. bahwa



C

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

bahwa untuk memfasiiitasi keberadaan Kantor Area ITU

oi Jakarta dan kelancaran fungsi Perhimpunan
'Ielekonrunikasi internasional (International

Telecommunication Union) di Indonesia, perlu

mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

huruf b;

bahwa herdasarkau pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapka.n Peraturan Presiden tentang Pengesahan

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Perhimpunan Telekomunikasi Internasional tentang

Kantor Area ITU di Jakarta (Agreement between the

Gouernment of tlrc Republic of Indonesia ttnd. tLrc

International Telecommunication Union concerning the ITU

Area Office in Jakartal;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik.

I.ndonesia'l'ahun 1945;

Llndang-Undang Nornor 2.4 Tahun 2000, tentang

Perjanjian Internasional-. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 N.omor i 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4OI2l:

.J

Mengingat

Menetapkan

1.

2.

MEIVIUT AN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA DAN PERHIMPUNAN TELEKOMIJNIKASI

INTERNASIONAL TENTANG KANTOR AREA ITLT DI JAKARTA,

(AGREEMENT BETWEEN THE CTOVERNMENT OF. .THE

REPUBLIC- .OF INDONESL . AND THE INTERNATIONAL

TELECOMMTJNICATION UNION CO]VCERJVITTG THE ITU AREA

OFFICE TN.IAKARTA).
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Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi

Internasional tentang Kantor Area ITU di Jakarta
(Agreement betueen the Gouerrtment of the Republic of
Indonesia and the Intemational Telecomrnunication Union

concen.ing tLe ITU Area Olfice in Jakarta\ yang

telah ditandatangani Perhimpunan Telekomunikasi

Internasional (International Telecommunication Union)

dan Pemerintah Republik Indonesia, masing-masing pada

tanggal 23 Maret 2Ol7 di Bali, Indonesia dan pada

tanggal 30 Maret 2OI7 di Jakarta, Indonesia.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

sebagaimana terlampir dan merupakarr bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2O2L

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARTAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

strasi Hukum,

rtd

ttd
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